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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan
hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal
25 tidak berlaku terhadap:

Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk
keperluan penyediaan informasi aktual;

i. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk

kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk

keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang
telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan

ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau
produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku
Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1.

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c,
huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini yang berjudul
"Advokasi Kesehatan" dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini
hadir sebagai upaya memberikan wawasan yang mendalam
mengenai advokasi kesehatan, sebuah pendekatan strategis
yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, menggalang
dukungan, dan memengaruhi kebijakan dalam upaya
meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Buku Advokasi Kesehatan adalah panduan komprehensif
yang menjelaskan konsep, strategi, dan implementasi advokasi
untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Buku ini terdiri
dari sembilan bab yang disusun secara sistematis, memberikan
wawasan mendalam bagi tenaga kesehatan, pembuat kebijakan,
dan masyarakat umum yang ingin memahami dan
berkontribusi dalam advokasi kesehatan.

Bab pertama memperkenalkan konsep dasar advokasi
kesehatan, termasuk tujuannya untuk memengaruhi kebijakan
dan meningkatkan akses layanan kesehatan. Bab kedua
membahas berbagai metode dan strategi, seperti pendekatan
komunikasi, kolaborasi, dan negosiasi yang efektif. Selanjutnya,
tahapan pelaksanaan advokasi dan pembagian peran antara
pemangku kepentingan dijelaskan secara rinci pada bab ketiga.
Bab keempat menyoroti pentingnya monitoring dan evaluasi
dalam mengukur keberhasilan advokasi kesehatan, sedangkan
bab kelima memperkenalkan konsep kemitraan sebagai fondasi

kolaborasi lintas sektor. Bab keenam membahas peran

\%



kebijakan publik dalam mendorong perubahan yang
berkelanjutan, diikuti dengan bab ketujuh yang mengeksplorasi
penggunaan media sebagai alat advokasi yang kuat. Etika dalam
advokasi, termasuk tanggung jawab moral dan profesional,
diuraikan dalam bab kedelapan. Peran tenaga kesehatan
sebagai agen perubahan menjadi fokus utama bab kesembilan,
yang diakhiri dengan pembahasan tentang advokasi untuk
pengendalian penyakit, termasuk penyakit menular dan tidak
menular.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada penerbit Future Science, yang telah memberikan
kesempatan dan dukungan penuh untuk penerbitan buku ini.
Kepercayaan dan kerja sama yang terjalin dengan baik telah
memungkinkan karya ini dapat disajikan kepada pembaca.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang
telah berkontribusi dalam buku ini. Keahlian, dedikasi, dan
pengalaman mereka telah menjadikan buku ini kaya akan
pengetahuan dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan
pembaca. Setiap bab dalam buku ini ditulis dengan cermat
berdasarkan sumber-sumber ilmiah terkini dan pengalaman
praktis di bidang kesehatan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang
bermanfaat bagi para praktisi kesehatan, akademisi,
mahasiswa, dan siapa saja yang peduli terhadap isu-isu

kesehatan masyarakat.
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Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi kontribusi yang
bermakna dalam meningkatkan upaya advokasi kesehatan dan
mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sehat dan
sejahtera.

Bogor, Desember 2024

Editor,

Ade Saputra Nasution
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BAB 1
METODE DAN STRATEGI ADVOKASI KESEHATAN

Riza Yuliawati
Universitas Strada Indonesia, Kediri
E-mail: rizayuliawati@strada.ac.id

PENDAHULUAN

Kebijakan memiliki dampak yang sangat signifkan terhadap
sektor kesehatan. Tidak hanya terbatas pada kebijakan dalam
bidang kesehatan, namun kebijakan di bidang lain juga sangat
mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Sebagai contoh,
kebijakan tata kota yang baik di Copenhagen Denmark menjadi
salah satu faktor penyebab tingginya derajat kesehatan
masyarakat di kota tesebut (Larsen & Manderson, 2009).
Contoh yang lain, kurang ketatnya kebijakan pengendalian
tembakau di Indonesia menyebabkan jumlah perokok anak
tertinggi di Asia. Pentingnya kebijakan berwawasan kesehatan
ditekankan melalui Ottawa Charter yang mencantumkan
kebijakan berwawasan kesehatan sebagai aksi pertama (WHO,
2020).

Kebijakan memiliki dampak yang penting pada kesehatan
karena kebijakan merupakan metode tercepat untuk merubah
perilaku masyarakat (Michie & West, 2013). Metode lain dalam
promosi  kesehatan seperti pendidikan kesehatan, atau
pemberdayaan memerlukan lebih banyak waktu untuk merubah
perilaku. Sebagai contoh; penyebaran informasi secara
langsung, atau melalui media tentang kewajiban memiliki kartu
BPJS kesehatan akan sangat lama untuk memiliki keanggotaan
BPJS kesehatan. Namun, kebijakan syarat kepemilikan dan
perbaruan SIM harus didahului dan keanggotaan BPJS
kesehatan yang aktif mau tidak mau membuat masyarakat



mengaktifkan keaggotaan BPJS kesehatan sebelum mengurus
SIM.

Advokasi adalah upaya yang dilakukan secara sistematis
untuk mempengaruhi sebuah kebijakan sehingga berpihak
kepada kelompok masyarakat tertentu (Bochenek, 2019).
Advokasi adalah proses vital dalam pembuatan kebijakan
berwawasan kesehatan sehingga sector kesehatan dapat menjadi
prioritas diantara persaingan kepentingan dengan bidang yang
lain. Sebagai contoh, kebijakan pajak pada minuman manis
dianggap menyulitkan bagi produsen, atau kebijakan lock down
di masa pandemi COVID-19 ditentang oleh banyak pihak
karena mematikan perekonomian. Sehingga penting bagi aktivis,
akademisi atau professional dalam bidang kesehatan untuk
meningkatkan kapasitas dalam advokasi sehingga kebijakan
pemerintah berpihak kepada kesehatan. Bab ini akan membahas
metode dan strategi yang digunakan untuk advokasi, yang
diharapkan dapat meningkatkan wawasan aktivis, akademisi
atau professional dalam advokasi di bidang kesehatan.

STRATEGI ADVOKASI BERDASARKAN SASARAN
DAN PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN

Pemilihan metode advokasi dipilih berdasarkan dua
pertimbangan. Pertama adalah siapa kelompok sasaran
advokasi. Sasaran advokasi secara umum terbagi menjadi tiga
yaitu masyarakat, tokoh atau pembuat kebijakan. Masyarakat
sebagai sasaran bisa masyarakat umum atau kelompok tertentu
yang secara langsung terdampak sebuah isu (lansia, anak muda,
ibu, imigran, dll). Tokoh adalah perseorangan atau kelompok
yang diasumsikan mampu untuk menggiring opini masyakat
seperti  selebriti, politisi, kelompok buruh, organisasi
kemasyarakat, asosiasi media massa dll. Sedangkan pembuat
kebijakan diantaranya pejabat eksekutif atau legislatif atau
yudikatif yang memiliki wewenang untuk merubah kebijakan.
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Penulis merupakan pembelajar, komunikator
dan pemberdaya yang memiliki minat pada
bidang  kesehatan =~ masyarakat.  Penulis
menyelesaikan pendidikan sarjana Kesehatan
Masyarakat di universitas Airlangga dan strata 2
di the University of New South Wales Australia.
Sejak mahasiswa strata 1, sudah aktif sebagai
- ™ tenaga promosi kesehatan di sebuah lembaga
zakat secara paruh waktu Saat ini penulis aktif sebagai tenaga dosen
kesehatan masyarakat di universitas STRADA Indonesia. Selain itu
penulis tergabung dalam jaringan pengendalian tembakau nasional
yang berjuang untuk melakukan advokasi agar perilaku merokok
dilarang di tempat umum dan adanya aturan yang ketat untuk iklan
produk tembakau.
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BAB 2
TAHAPAN DAN PEMBAGIAN PERAN DALAM
ADVOKASI KESEHATAN

Achmad Djunawan
Stikes Yayasan RS Dr Soetomo, Surabaya
E-mail: achmad.djunawan@stikes-yrsds.ac.id

PENDAHULUAN

Advokasi kesehatan adalah upaya terencana, terstruktur, dan
sistematis untuk mempengaruhi, mengubah, menambah, atau
memperkuat kebijakan di bidang kesehatan. Kebijakan di bidang
kesehatan dapat berupa meningkatkan kesadaran dan
mendorong tindakan yang mendukung upaya peningkatan
kesehatan masyarakat. Advokasi ini mencakup berbagai metode,
mulai dari kampanye publik hingga lobi kebijakan. Pada
dasarnya, advokasi kesehatan bertujuan untuk menciptakan
perubahan sistemik yang memfasilitasi akses ke layanan
kesehatan, memperbaiki kondisi sosial yang mendukung gaya
hidup sehat, dan mengurangi kesenjangan kesehatan yang ada di
masyarakat (Gostin & Powers, 2006).

Pendekatan advokasi kesehatan melibatkan sejumlah besar
aktor, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM),
institusi pendidikan, komunitas lokal, hingga individu yang
berperan sebagai agen perubahan. Keterlibatan banyak pihak ini
mendukung isi kebijakan yang komprehensif dan lengkap dari
berbagai perspektif. Advokasi kesehatan dapat menghasilkan
perubahan yang signifikan berkelanjutan jika dilakukan dengan
mengikuti tahapan yang sistematis dan melibatkan berbagai
pihak. Pembagian peran yang jelas dalam advokasi kesehatan
dapat memperkuat upaya bersama untuk mencapai tujuan
kesehatan yang diharapkan. Dalam bab ini, akan dibahas secara
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mendalam tahapan advokasi kesehatan serta pembagian peran
yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

TAHAPAN DALAM ADVOKASI KESEHATAN

Advokasi kesehatan merupakan upaya yang terstruktur dan
berkelanjutan untuk memengaruhi kebijakan, memperbaiki
kondisi sosial, serta meningkatkan kesadaran publik terhadap
isu-isu kesehatan yang mendesak. Advokasi kebijakan sangat
penting untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat dengan
memastikan bahwa sumber daya, kebijakan, dan kemauan
politik yang diperlukan tersedia untuk mendukung,
meningkatkan, dan mempertahankan program kesehatan global
(PATH, 2014). Proses ini memerlukan pendekatan yang
terencana dan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah,
lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, maupun
masyarakat itu sendiri. Advokasi kesehatan yang efektif dapat
menciptakan perubahan signifikan, baik dalam kebijakan publik,
pelayanan kesehatan, maupun dalam perilaku masyarakat.

Proses advokasi kesehatan dibagi menjadi beberapa tahapan
yang saling terkait dan berkesinambungan. Tahapan ini dimulai
dengan identifikasi isu kesehatan yang memerlukan perhatian
lebih, kemudian dilanjutkan dengan penetapan sasaran yang
jelas serta pengembangan strategi yang komprehensif. Pada
setiap tahapan membutuhkan data, dan analisis data, peran pihak
yang berpengaruh, serta perencanaan yang matang. Advokasi
kesehatan dapat mencapai tujuannya untuk menciptakan
perubahan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup
masyarakat, serta mengurangi beban penyakit dengan
pendekatan yang terstruktur, sistematis, dan komprehensif.

Sebagai langkah pertama yang krusial dalam proses ini
yaitu identifikasi isu kesehatan. Kegiatan ini akan membantu
memastikan bahwa advokasi dilakukan pada area yang paling
membutuhkan perhatian. Setelah itu, dengan tujuan yang jelas
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jangka panjang dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat,
mengurangi kesenjangan kesehatan, dan menciptakan sistem
kesehatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.
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BAB 3
MONITORING DAN EVALUASI DALAM
ADVOKASI KESEHATAN

Ni Made Padma Batiari
Politeknik Kesehatan Kartini Bali, Kota Denpasar
E-mail: padmabatiari@gmail.com

PENDAHULUAN

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang penting
dalam pelaksanaan setiap program, termasuk implementasi
advokasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan
memberikan informasi terkait proses, langkah - langkah
pelaksanaan kegiatan, dan mengidentifikasi kendala — kendala
serta intervensi yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan
pada kegiatan berikutnya (Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, 2022). Proses monitoring dan evaluasi pada dasarnya
menjadi bagian dari mekanisme pengendalian dari sebuah
program advokasi yang berkaitan dengan proses manajemen
untuk mengamankan sistem agar tidak menyimpang dari
rencana yang sudah ditetapkan sampai proses pelaksanaannya,
sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi dalam advokasi kesehatan
mempunyai perbedaan dengan monitoring dan evaluasi program
kesehatan pada umumnya. Hal tersebut berkaitan dengan salah
satu contoh, yaitu evaluasi lebih sering berfokus pada kontribusi
daripada atribusi langsung dari dampak dan dalam evaluasi
advokasi lebih menekankan pada proses advokasi dibadingkan
hasil akhirnya karena proses advokasi cenderung berjalan dalam
jangka waktu yang panjang dan dinamis. Advokasi merupakan
salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang
menjadi suatu usaha sistematis dan terorganisir dengan tujuan
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untuk memengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan
kebijakan public secara bertahap maju (Suryani dan Yandrizal,
2022).

PENGERTIAN MONITORING DAN EVALUASI
ADVOKASI

Monitoring dan evaluasi menjadi sebuah pendekatan yang
digunakan untuk melacak kemajuan dari kegiatan advokasi yang
dilaksanakan. Monitoring memiliki makna sebagai sebuah
proses pengumpulan data secara berkesinambungan oleh
pengelola satuan kerja terhadap kegiatan yang sedang
berlangsung, mengidentifikasi serta mengantisipasi
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat
diambil tindakan lebih awal (Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, 2022). Monitoring dan evaluasi adalah teknik yang
digunakan untuk mengetahui seberapa baik penerapan strategi
advokasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
(Lankester dan Grills, 2019). Monitoring dan evaluasi ini juga
membantu melihat efektivitas dalam mencapai tujuan dan
mengukur keberhasilan.

Kegiatan monitoring pada umumnya dilakukan secara
berkelanjutan dan komprensif dengan memanfaatkan data
kuantitatif untuk melakukan perbandingan capaian indikator
yang ditelaah dalam konteks manajemen di suatu unit kerja.
Monitoring dilakukan untuk mengukur kemajuan dalam
mencapai hasil yang spesifik dalam kaitannya dengan rencana
implementasi strategi  (Coffman, 2022). Monitoring juga
memberikan gambaran hambatan yang dihadapi dalam proses
pelaksanaan advokasi, sehingga upaya corrective action dapat
segera dilakukan oleh unti kerja terkait (Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia, 2022). Monitoring menjadi proses rutin
pengumpulan data yang dapat dilakukan setiap bulan, triwulan,
atau tahunan (The Coalition to Build Momentum, Power,
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KESIMPULAN

Advokasi bertujuan untuk menciptakan atau memperkuat
kebijakan kesehatan masyarakat yang mendorong upaya — upaya
kesehatan yang berkelanjutan . Monitoring dan evaluasi ini juga
membantu melihat efektivitas dalam mencapai tujuan dan
mengukur keberhasilan. Monitoring memberikan gambaran
hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan advokasi,
sedangkan evaluasi dilakukan untuk menentukan secara
sistematis dan objektif nilai atau signifikansi suatu strategi.
Terdapat lima pedoman pertanyaan yang dapat digunakan untuk
mempermudah dalam perencanaan monitoring dan evaluasi
advokasi.
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BAB 4
KONSEP KEMITRAAN
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PENDAHULUAN

Hak dasar rakyat salah satunya adalah mendapat hak
kesehatan, hal ini sesuai dalam (Undang-Undang Republik
Indonesia 1945, 2013) pasal 28 H dan pasal 34 ayat 3 yang
menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan
pelayanan kesehatan dan negara wajib menyediakannya. Oleh
karena itu, untuk memenuhi hak dasar tersebut pemerintah
melaksanakan upaya pembangunan nasional. Bagian yang tidak
kalah penting dalam pembangunan nasional yakni pembangunan
kesehatan masyarakat yang memiliki tujuan meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup individu sebagai
upaya tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi —
tingginya, karena jika masyarakat sehat maka negara akan
memiliki banyak keuntungan diantaranya negara memiliki
sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas, penuh
inovasi, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Untuk
mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama atau gotong
royong (kemitraan) dari berbagai level baik dari pemerintah
pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat agar
tujuan tersebut tercapai sesuai dengan target rencana.

Kegiatan promosi kesehatan menjadi pilar utama dalam
penguatan pembangunan kesehatan sebagai faktor penentu
dalam  pembangunan  berkelanjutan.  Sesuai  dengan
(PERMENKES No 74 Tahun 2015) bahwa perlu adanya peran
strategis dari lintas sektor dalam mendukung perubahan perilaku
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masyarakat. Dalam misi promosi kesehatan berisi tentang
strategi atau pencapaian dari kegiatan promosi kesehatan yang
pertama kegiatan advokasi, kedua kemitraan, dan yang ketiga
gerakan masyarakat, strategi ini dilakukan dalam rangka untuk
mendukung ketercapaian program pembangunan kesehatan
masyarakat.

Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai strategi
kedua dalam promosi kesehatan, yakni adalah kemitraan.
Menggalang kemitraan di bidang kesehatan kepada pihak —
pihak potensial tidak kalah penting dengan strategi lain dalam
promosi kesehatan, karena dalam membangun solidaritas,
kekompakan, kerjasama, peran dan tanggungjawab dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya. Di samping
itu dapat meningkatkan tanggungjawab sektor terkait, serta
penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan secara
optimal.

Keberhasilan kemitraan tergantung komitmen dari berbagai
pihak yang bermitra, sehingga diharapkan dapat menghasilkan
sinergi yang bermanfaat untuk keberlanjutan program — program
kesehatan yang ada di masyarakat. Pentingnya kegiatan
kemitraan dikarenakan pembangunan kesehatan menjadi
tanggung jawab berbagai pihak dan modal penting bagi
keberhasilan sektor — sektor lainnya, misal sektor ekonomi,
sosial, pendidikan, dan politik yang tidak bisa terlepas dari
sektor kesehatan. Apabila tidak adanya kesehatan maka dapat
berdampak pada produktivitas kerja masyarakat. Oleh karena itu
perlu adanya perhatian dan kepedulian terhadap kesehatan
masyarakat khususnya kepada kegiatan — kegiatan yang bersifat
promotif dan preventif.

DEFINISI DAN KONSEP DASAR KEMITRAAN
Istilah kemitraan memiliki kesamaan dengan istilah-istilah
lainnya, seperti kolaborasi, aliansi, atau konsorsium. Kemitraan
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dengan langkah — langkah sistematis, diantaranya menyiapkan
MoU yang di dalamnya terdapat aturan — aturan dasar serta
uraian syarat dan tanggung jawab kerjasama antara pihak —
pihak yang terlibat. Kemitraan dengan badan usaha melalui CSR
dapat dilakukan oleh organisasi ataupun lembaga, karena hal ini
sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pihak perusahaan
terhadap lingkungan dan masyarakat. Di samping itu,
pemberdayaan masyarakat melalui program  kemitraan
merupakan proses pembangunan masyarakat agar memiliki
keterampilan, kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik.
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PENDAHULUAN

Sebagai negara yang telah bersepakat memilih jalan sistem
demokrasi perwakilan dalam pengelolaan negara, maka pejabat
publik sebagai wakil dari kekuasaan rakyat yang dipilih melalui
sistem jalur pemilu berkewajiban untuk memenuhi harapan dari
rakyart itu sendiri. Salah satu manfaat dari pelaksanaan
demokrasi adalah munculnya pembaharuan kehidupan sosial,
dimana akan muncul harapan baru dalam kehidupan sosial
masyarakat melalui keputusan — keputusan yang diambil oleh
para pejabat publik. Setiap keputusan dari pejabat publik tentu
akan membawa dampak bagi masyarakat, baik dapak baik atau
dapak kurang baik yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab
itu penting bagi masyarakat untuk ikut serta dalam mengawal
setiap kebijakan dari pejabat publik, agar setiap kebijakan yang
ada dapat sesuai dengan harapan dari masyarakat.

Advokasi sebagai salah satu cara dari sistem kontrol
masyarakat untuk mengawal setiap kebijakan publik agar
berpihak pada kepentingan masyarakat dalam berbagai bidang.
Advokasi kesehatan sebagai salah satu upaya dari masyarakat
untuk meningkatkan derajat kehidupan mayarakat yang lebih
sehat dengan cara mengawal setiap kebijakan yang di keluarkan
oleh pejabat publik terkait dengan kesehatan, sehingga sesuai
dengan kondisi nyata permasalahan kesehatan yang muncul di
tengah — tengah masyarakat. Advokasi kesehatan dapat
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dilakukan oleh siapapun bagi mereka yang merasa
berkepentingan terhadap sebuah kebijakan publik di bidang
kesehatan. Advokasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik
melalui proses yudisial atau non yudisial. Advokasi memalui
proses yudisial dengan cara melakukan gugatan suatu kebijakan
kesehatan yang dikeluarkan oleh pejabat publik melalui proses
hukum yang dapat dilakukan baik melalui Mahkamah Konstitusi
untuk menguji sebuah Undang-Undang atas Undang - Undang
Dasar, atau melalui Mahkamah Agung untuk menguji peraturan
yang ada di bawah Undang — Undang. Advokasi non yudisial
dilakukan melalui upaya — upaya pendekatan baik secara
struktural maupun pendekatan secara personal. Pendekatan —
pendekatan itu dapat dilakukan melalui lobi, audiesi, seminar,
debat, maupun melalui penegrahan masa.

Pentingnya peran proses advokasi kesehatan sebagai upaya
pengawalan terhadap setiap kebijakan kesehatan yang dibuat
oleh pejabat publik menjadi kunci agar kiranya pejabat publik
dalam membuat keputusan yang berdapak pada masyarakat,
harus betul — betul memperhatikan dampak yang muncul atas
keputusan tersebut. Setiap kebijakan yang diambil tentu tidak
dapat menyenangkan seluruh masayarak, tentu akan ada orang
atau pihak yang merasa kurang puas terhadap kebijakan yang
ada. Adanya proses advokasi kesehatan terhadapa setiap
kebijakan publik di bidang kesehatan diharapkan memunculkan
peran serta aktif dari masyarakat dalam ikut serta mengontrol
jalannya penyelengaraan pemerintahan agar berjalan sesuai
dengan pronsip - prinsip Good Governace.

KEBIJAKAN PUBLIK
Pengertian

Kalau kita lihat dari kata kebijakan disana ada kata dasar
bijak yang dapat dimaknai sebagai sikap yang tepat dalam
menyingkapi setiap keadaan atau peristiwa yang terjadi dengan

72



yang baik. Proses lobi, audiensi maupun pengerahan masa,
membutuhkan persiapan matang dan pengaturan staratergi untuk
tercapainya tujuan yang ingin di capai dalam advokasi
kesehatan. Proses dalam melakukan sebuah advokasi kesehatan
tidak akan lepas dari ilmu dan seni, karena mempengaruhi dan
meyakinkan terkait ide dan gagasan yang Kkita tawarkan
membutuhkan pengetahuan yang cukup sesuai bidangnya,
namun dilain pihak juga membutuhkan rasa seni karena dalam
proses advokasi tidak ada yang tetap, semuanya serba dinamis
sehingga membutuhkan kecepatan dan ketepan dalam
menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
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BAB 6
ADVOKASI KESEHATAN BERBASIS MEDIA

Ardi Bastian
Universitas STRADA Indonesia, Kediri
E-mail: ardibastian1987@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat ini telah membawa kita pada era
digital. Perkembangan di era digital begitu pesat sehingga semua
pekerjaan yang penting dan strategis dapat diselesaikan secara
daring. Salah satu periode kehidupan yang maju pesat dan
bergerak menuju bentuk digital adalah "era digital”. Hal yang
tidak mungkin bagi manusia untuk menghentikan kemajuan
pesat era digital ini. Keadaan itu terjadi karena pada dasarnya
manusia selalu menginginkan berbagai hal dapat dilakukan
dengan mudah dan tidak rumit. Hal ini juga akan mengakibatkan
berbagai macam efek, baik secara positif maupun negatif. Era
digital tidak hanya terjadi dalam sektor industri manufacture
saja, akan tetapi era digital sudah merasuki berbagai sendi
kehidupan.

Tidak terelakkan lagi bahwa pertumbuhan teknologi digital
akan mendukung berbagai usaha baru atau usaha yang dapat
meningkatkan perekonomian. Banyak anak muda saat ini
bahkan berani untuk memulai bisnis digital. Era digitalisasi terus
berkembang sehingga diikuti juga oleh perkembangan teknologi
ke arah otomatisasi atau peningkatan efektivitas dan efisiensi
dalam operasionalnya. Di setiap industri, otomatisasi
dimungkinkan juga terjadi pada saat munculnya era digital ini.
Hal-hal yang terus berkembang pada era digital adalah sebagai
berikut.
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1.

Bidang Komunikasi

Berbicara tentang era digital, tentu saja bidang komunikasi
merupakan salah satu bidang yang berkembang sangat
pesat. Dulu, komunikasi masih dengan cara menggunakan
ponsel dan kartu SIM untuk berinteraksi dengan orang-
orang yang kehidupannya berada di kejauhan. Namun,
kemajuan komunikasi di era digital seperti saat ini
difasilitasi oleh telepon pintar yang saat ini hadir dengan
sejumlah kemampuan canggih. Salah satu bagian penting
yang ada pada gawai smartphone atau ponsel pintar pada
saat ini adalah dengan munculnya peran internet yang lebih
optimal dan dapat digunakan untuk berkomunikasi serta
dapat saling terhubung dengan orang lain. Selain itu,
ketersediaan teknologi saat ini memungkinkan panggilan
video, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Hal ini
menunjukkan bahwa dampak era digital terhadap
komunikasi Kini mulai terasa.

Adanya Aplikasi Dalam Bisnis

Era digital juga mulai memberikan dampak pada dunia
bisnis saat ini. Saat ini, ada banyak sekali aplikasi yang
tersedia di dunia korporat. Dengan bantuan aplikasi-aplikasi
ini, para pebisnis dapat dengan mudah menjangkau klien
atau target pasar yang lebih luas. Lingkungan bisnis saat ini
sangat berbeda dengan masa lalu. Pasalnya, di masa lalu,
para pengusaha memiliki tantangan dalam hal pemasaran
dan pengenalan produk mereka kepada konsumen. Pebisnis
yang tidak mengikuti perkembangan terbaru di era digital
biasanya akan kalah bersaing dengan para pesaingnya yang
sudah mulai menyesuaikan operasinya dengan lingkungan
baru.

Teknologi Keuangan

Seiring dengan perkembangan era digital, sektor keuangan
juga mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dari
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Advokasi merupakan sebuah proses komunikasi sehingga
tentu tidak akan jauh dari prinsip dan unsur komunikasi dalam
penerapannya. Hanya saja tujuan dari komunikasi dalam
advokasi ini adalah secara spesifik untuk membuat atau
merubah suatu kebijakan. Media dalam advokasi berperan
penting sebagai sarana menyampaikan informasi. Peran aktor
advokasi sebagai komunikator dalam merancang pesan
advokasi, dan decision maker sebagai komunikan, merupakan
unsur pembangun dari sebuah proses komunikasi.
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BAB 7
ETIKA DALAM ADVOKASI KESEHATAN

Syafrina Ulfah
Universitas Sumatera Utara
E-mail: syafrinaulfah@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Advokasi sangat penting untuk mewujudkan perubahan
yang efektif sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan
kesehatan yang berkualitas. Advokasi merupakan aktivitas
menyuarakan, menarik perhatian masyarakat terhadap isu-isu
penting, serta mengarahkan para pengambil kebijakan menuju
solusi yang diharapkan. Dalam bidang kesehatan, advokasi
memiliki peran penting untuk memastikan para pengambil
keputusan memiliki pemahaman mengenai kebijakan kesehatan
yang ada serta menyadari tanggung jawab mereka dalam
menerapkan kebijakan tersebut. Advokasi juga berperan untuk
menciptakan dukungan dari masyarakat serta mendorong
permintaan dari masyarakat untuk menerapkan suatu kebijakan
kesehatan. Selain itu, advokasi juga berperan untuk menjamin
alokasi sumber daya keuangan yang memadai bagi program dan
layanan kesehatan. Selanjutnya, advokasi berperan dalam
menginformasikan masyarakat umum maupun pemimpin terkait
isu dan permasalahan kesehatan, serta mendorong mereka untuk
memberikan tekanan kepada pengambil keputusan agar
melakukan tindakan bahkan pada tingkat akar rumput untuk
menyelesaikan permasalahan kesehatan yang terjadi (World
Health Organization, 2018).

Advokasi yang efektif memerlukan identifikasi isu,
komunikasi yang tepat, serta penerimaan pesan-pesan kunci oleh
pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
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Namun terdapat hal yang harus diperhatikan bahwa dalam
penyampaian pesan advokasi, termasuk advokasi kesehatan,
yakni harus memperhatikan etika. Etika dalam advokasi
kesehatan menjadi sangat penting agar dapat memberikan
manfaat kepada penerima layanan kesehatan yakni masyarakat
luas.

Penerapan etika telah diterapkan dalam berbagai konteks,
seperti etika sosial, etika profesi, maupun etika dalam bidang
kesehatan. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang
menentukan bagaimana individu atau kelompok bertindak.
Fokus utama etika berkaitan dengan nilai benar atau salah dari
suatu tindakan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan
sehingga dapat memengaruhi konsekuensi akhir dari tindakan
tersebut. Untuk menghindari masalah etika, bahkan dalam
banyak profesi telah dibuat pedoman agar orang-orang yang
berkecimpung dalam profesi tersebut tidak terlibat dalam isu
etika.

PENGERTIAN ETIKA

Istilah etik dan etika sering dipertukarkan penggunaannya.
Etik berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti akhlak,
sikap, perasaan, watak, kebiasaan, ataupun adat yang layak dan
yang baik (Triwibowo, 2017). Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, etik merupakan kumpulan asas atau nilai yang
berkenaan dengan akhlak, etik juga dapat diartikan sebagai nilai
mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau
masyarakat, sedangkan etika merupakan ilmu tentang apa yang
baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral
(akhlak), kumpulan atau seperangkat asas atau nilai yang
berkenaan dengan akhlak, ataupun nilai yang benar dan salah
yang dianut suatu golongan atau masyarakat (Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Dengan kata
lain, etika lebih mengarah pada ilmu yang mempelajari asas
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merugikan pihak lain, kemaslahatan, kerahasiaan, keadilan, serta
memegang teguh komitmen ataupun kode etik profesi
kesehatan. Pendekatan yang didasarkan pada etika dalam
advokasi kesehatan sangat penting agar setiap langkah yang
diambil menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan, tidak
hanya bagi individu yang terlibat langsung, tetapi juga bagi
masyarakat luas. Dengan menanamkan prinsip-prinsip etika
secara menyeluruh, advokasi kesehatan dapat mencapai
tujuannya untuk melindungi kepentingan publik, meningkatkan
kesejahteraan sosial, serta mendorong terciptanya sistem
kesehatan yang lebih adil dan inklusif untuk semua pihak.
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BAB 8
PERAN TENAGA KESEHATAN DALAM ADVOKASI

Inayyah Nur Fitry Sirajuddin
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan
E-mail: inayyahnfs@gmail.com

PENDAHULUAN

Advokasi dalam kesehatan adalah upaya sistematis untuk
mempengaruhi  kebijakan, praktik, dan perilaku yang
mendukung kesehatan masyarakat sehingga dapat menciptakan
perubahan sosial dan kebijakan yang mendukung kesehatan
yang lebih baik bagi masyarakat (Suryani & Yendrizal, 2022).
Tenaga kesehatan dalam advokasi berperan sangat penting untuk
mempengaruhi  kebijakan  publik, perilaku masyarakat,
memperjuangkan  perubahan sosial, dan meningkatkan
kesejahteraan umum dengan menggunakan pengetahuan dan
keterampilan profesionalnya yang akan berdampak positif pada
kesehatan populasi dan komunitas tertentu (Adjunct & Marniati,
2021).

PEMBERDAYAAN DAN EDUKASI MASYARAKAT

Tenaga  kesehatan = masyarakat  dalam  advokasi
pemberdayaan dan edukasi masyarakat sangat penting untuk
meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam
menjaga kesehatan, memberdayakan masyarakat untuk mandiri
dalam menjaga kesehatan masyarakat serta mendorong perilaku
hidup sehat (Topatimasang, 2005). Dengan peran ini, tenaga
kesehatan tidak hanya membantu masyarakat memahami
pentingnya kesehatan, tetapi juga menciptakan komunikasi yang
lebih kuat dan lebih sehat.
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Sebagai penyuluh dan edukator kesehatan. Tenaga
kesehatan berperan sebagai sumber informasi yang
terpercaya bagi masyarakat. Tenaga kesehatan bertugas
menyampaikan informasi yang akurat dan berbasis bukti
mengenai berbagai topik kesehatan, seperti pencegahan
penyakit menular, gizi kesehatan, kebersihan dan kesehatan
lingkungan, kesehatan ibu dan anak, serta pengelolaan
penyakit kronis.

Membantu  meningkatkan  kesadaran  kesehatan  di
masyarakat.  Tenaga  kesehatan  bertugas  untuk
mengidentifikasi dan mengatasi miskonsepsi mengenai
kesehatan yang terjadi di masyarakat. Tenaga kesehatan
membantu masyarakat memahami isu-isu kesehatan yang
benar, termasuk mengklarifikasi kesalahpahaman atau mitos
yang beredar di masyarakat. Mereka membantu
meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan
penyakit dan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Pemberdayaan Individu dan Komunitas. Dalam hal ini
tenaga kesehatan mengajarkan keterampilan kesehatan.
Tenaga Kkesehatan bertindak sebagai pendidik yang
membantu masyarakat mempelajari keterampilan dasar
untuk menjaga kesehatan mereka sendiri, seperti Teknik
pertolongan pertama, pengelolaan stress, atau cara menjaga
pola makan sehat. Selain itu, tenaga kesehatan juga
membantu memberdayakan masyarakat untuk mandiri.
Tenaga kesehatan masyarakat mendorong masyarakat untuk
menjadi lebih mandiri dalam hal kesehatan, dengan
membantu masyarakat mengakses sumber daya kesehatan
yang tersedia dan mengambil keputusan yang bijak terkait
kesehatan mereka.

Tenaga kesehatan membantu masyarakat untuk membentuk
perilaku hidup sehat melalui motivasi perubahan perilaku
kea rah yang lebih positif. Tenaga kesehatan mendorong
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memanfaatkan data atau penelitian, tenaga kesehatan tidak
hanya memastikan bahwa kebijakan kesehatan yang diusulkan
berdasarkan bukti yang kuat, tetapi juga bahwa kebijakan
tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok
yang paling rentan. Melalui advokasi yang efektif, tenaga
kesehatan dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan
signifikan dalam kesehatan masyarakat.
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BAB 9
ADVOKASI UNTUK PENGENDALIAN PENYAKIT

Dhani Syahputra Bukit
Universitas Sumatera Utara, Medan
E-mail: dhanibukit@usu.ac.id

PENDAHULUAN

Advokasi untuk Pengendalian Penyakit adalah suatu upaya
strategis untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan yang
diperlukan guna mencegah serta menangani penyakit, baik yang
menular maupun tidak menular. Advokasi ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat sistem
kesehatan, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki
akses ke layanan kesehatan yang memadai. Penyakit dapat
menimbulkan beban besar, baik secara sosial maupun ekonomi,
terutama di wilayah dengan infrastruktur kesehatan yang
terbatas Advokasi memiliki peran krusial dalam merancang
kebijakan kesehatan masyarakat serta menangani berbagai
ancaman terhadap kesehatan. Melalui advokasi, dilakukan upaya
untuk mempengaruhi kebijakan, praktik, dan sistem demi
memperbaiki hasil kesehatan dan menciptakan lingkungan yang
lebih sehat. Strategi advokasi yang efektif mencakup
peningkatan kesadaran publik, mobilisasi masyarakat, pelibatan
para pembuat kebijakan, serta memengaruhi legislasi (Kosir,
2024).

Dalam konteks global, banyak negara menghadapi
tantangan serius dalam pengendalian penyakit. Penyakit menular
seperti  COVID-19, malaria, dan TBC terus menyebar,
sementara penyakit tidak menular seperti diabetes dan penyakit
jantung semakin meningkat. Kondisi ini mengharuskan adanya
pendekatan advokasi yang menyeluruh untuk melibatkan semua
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pihak yang terkait. Perlindungan kesehatan masyarakat yang
efektif memerlukan kerja sama erat antara berbagai pemangku
kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, LSM, dan
organisasi internasional (Abbas, 2021). Kolaborasi ini penting
untuk menggabungkan sumber daya, keahlian, dan jaringan luas
guna meningkatkan efektivitas program kesehatan. Dengan
adanya sinergi antar pihak, berbagai tantangan kesehatan dapat
diatasi secara lebih komprehensif dan berkelanjutan demi
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Advokasi untuk pengendalian penyakit tidak hanya
berfokus pada pencegahan dan pengobatan, tetapi juga pada
penguatan sistem kesehatan agar mampu merespon wabah
dengan cepat dan efektif (Bloom & Cadarette, 2019). Penguatan
sistem ini mencakup peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan,
pelatihan tenaga medis, serta pengadaan sumber daya yang
memadai. Dengan demikian, ketika terjadi wabah, sistem
kesehatan yang kuat dapat memberikan perlindungan optimal
dan meminimalkan dampak pada masyarakat. Peningkatan
kualitas layanan kesehatan, fasilitas, dan kapasitas tenaga
kesehatan menjadi prioritas yang perlu didukung melalui
advokasi. Upaya ini juga mencakup peningkatan akses ke
layanan kesehatan bagi kelompok yang rentan, seperti
masyarakat miskin, penduduk di daerah terpencil, dan kelompok
rentan lainnya.

Peran advokasi semakin krusial ketika dihadapkan pada
kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran
masyarakat, dan resistensi dari beberapa pihak yang memiliki
kepentingan berbeda. Dalam situasi seperti ini, Advokasi
memiliki peran penting dalam menggalang dukungan serta
meningkatkan alokasi anggaran untuk program kesehatan dan
pengendalian penyakit. Melalui advokasi, kebutuhan akan dana
tambahan dapat dikomunikasikan secara efektif kepada
pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan. Evaluasi
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Melalui advokasi pengendalian penyakit, masyarakat dapat
diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam upaya
pencegahan. Advokasi memberikan edukasi dan keterampilan
kepada masyarakat, memungkinkan mereka mengambil langkah
preventif dan melakukan deteksi dini terhadap penyakit di
lingkungan mereka sendiri. Proses advokasi pengendalian
penyakit harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan,
kondisi lapangan, dan tantangan baru, seperti munculnya wabah.
Fleksibilitas ini memastikan bahwa strategi pengendalian tetap
relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
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bidang media dan teknologi kesehatan. Penelitian melibatkan aspek
promosi kesehatan, khususnya perubahan perilaku di kalangan
masyarakat yang rentan terhadap bencana, serta promosi kesehatan
pada remaja. Salah satu prioritas penelitian adalah perubahan perilaku
dalam penanggulangan stunting, dan saya aktif mengembangkan
media promosi kesehatan dan teknologi Kesehatan yang
menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/Al). Telah
melakukan riset untuk mengidentifikasi dan mengubah perilaku
masyarakat melalui penerapan teknologi kesehatan berbasis Al.
Dalam konteks ini, telah mengembangkan Aplikasi Anak Sehat
(ASAH) sebagai salah satu bentuk teknologi kesehatan yang bertujuan
untuk menanggulangi masalah stunting di masyarakat. Penelitian
berfokus pada upaya promosi kesehatan dan perubahan perilaku dalam
masyarakat melalui pendekatan ini.
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ADVOKASI
KESEHATAN

Buku Advokasi Kesehatan terdiri dari sembilan bab. Bab
pertama memperkenalkan konsep dasar advokasi
kesehatan, termasuk tujuannya untuk memengaruhi
kebijakan dan meningkatkan akses layanan kesehatan.
Bab kedua membahas berbagai metode dan strategi,
seperti pendekatan komunikasi, kolaborasi, dan
negosiasi yang efektif.  Selanjutnya, tahapan
pelaksanaan advokasi dan pembagian peran antara
pemangku kepentingan dijelaskan secara rinci pada bab
ketiga. Bab keempat menyoroti pentingnya monitoring
dan evaluasi dalam mengukur keberhasilan advokasi
kesehatan, sedangkan bab kelima memperkenalkan
konsep kemitraan sebagai fondasi kolaborasi lintas
sektor. Bab keenam membahas peran kebijakan publik
dalam mendorong perubahan yang berkelanjutan,
diikuti dengan bab ketujuh yang mengeksplorasi
penggunaan media sebagai alat advokasi yang kuat.
Etika dalam advokasi, termasuk tanggung jawab moral
dan profesional, diuraikan dalam bab kedelapan. Peran
tenaga kesehatan sebagai agen perubahan menjadi
fokus utama bab kesembilan, yang diakhiri dengan
pembahasan tentang advokasi untuk pengendalian
penyakit, termasuk penyakit menular dan tidak menular.
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